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KEMAJUAN SUATU BANGSA 
TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA 

BANGSA TERSEBUT
Bangsa India dan Mesir, umurnya 
lebih dari 2.000 tahun, tetapi 
mereka tetap terbelakang dalam 
pola hidup yang tidak pernah 
berubah (dan tetap miskin). 

www.reason.com



KEMAJUAN SUATU BANGSA 
TIDAK DITENTUKAN OLEH USIA 

BANGSA TERSEBUT
Singapura, Kanada, Australia & 
New Zealand, adalah negara yang 
umurnya kurang dari 150 tahun 
dalam membangun. Tetapi saat ini 
mereka adalah bagian dari negara 
maju di dunia, dan penduduknya 
tidak lagi miskin. 

www.aviationadvertiser.co.au

www.bcbudget.gov.bc.cawww.infocomsingapore.sg



Jepang mempunyai area yang sangat 
terbatas. Daratannya, 80% berupa 
pegunungan, tidak ada potensi 
tambang, tidak cukup untuk 
meningkatkan pertanian & peternakan. 
Tetapi saat ini Jepang menjadi raksasa 
ekonomi nomor dua di dunia. Jepang 
laksana suatu negara “industri 
terapung” yang sangat besar, 
mengimpor bahan baku dari semua 
negara di dunia dan mengekspor barang 
jadinya. 

JEPANG
www.traveltojapan.info



SWISS�

Negara Swiss sangat kecil, hanya 11% 
daratannya yang bisa ditanami. Swiss tidak 
mempunyai perkebunan coklat tetapi 
terkenal sebagai negara pembuat coklat 
terbaik di dunia. Swiss juga mengolah susu 
dengan kualitas terbaik (Nestle adalah salah 
satu perusahaan makanan terbesar di 
dunia). Meskipun tidak mempunyai cukup 
reputasi dalam keamanan, integritas, dan 
ketertiban – tetapi saat ini bank-bank di 
Swiss menjadi bank yang paling aman dan 
paling disukai untuk berinvestasi.



Apa Prinsip Masyarakat �
di Negara Maju?�

1. Etika, sebagai prinsip dasar dlm kehidupan sehari-hari.
2. Kejujuran dan integritas
3. Bertanggung jawab
4. Hormat pada aturan & hukum masyarakat
5. Hormat pada hak orang/warga lain
6. Cinta pada pekerjaan
7. Berusaha keras untuk menabung & investasi
8. Mau bekerja keras
9. Tepat waktu. 





Suap Anggota DPR



BK di DPR





1.  Policy Accountability, akuntabilitas atas pilihan-
pilihan kebijakan yang dibuat 

2.  Program Accountability, akuntabilitas atas 
pencapaian tujuan/hasil dan efektifitas yang 
dicapai 

3.  Performance Accountability, akuntabilitas 
terhadap kinerja atau pelaksanaan tugas sebagai 
pelayan masyarakat 

4.  Process Accountability, akuntabilitas atas proses, 
prosedur atau ukuran yang layak dalam 
melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan. 

5.  Probity and Legal Accountability, akuntabilitas 
atas penggunaan dana sesuai dengan anggaran 
yang disetujui atau ketaatan terhadap undang-
undang yang berlaku. 



1.  Inpres No.7 tahun 1999 tentang AKIP (Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah); Seluruh instansi pemerintah 
harus mempertanggungjawabkan tugas pokok dan 
fungsinya

2.  SK Kepala LAN No.589/IX/6/1999: Pedoman 
Penyusunan LAKIP; untuk mengukur dan mengevaluasi 
kinerja instansi pemerintah

3.  SK Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003: Perencanaan 
strategis harus berorientasi kepada hasil. Renstra (Rencana 
Strategis) dibedakan dengan Renja (Rencana Kerja).




